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| PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
| NOMOR 6 TAHUN 2003
1 TENTANG
PENERIMAAN DAERAH
DARI PENYERTAAN MODAL, DEPOSITO DAN BENTUK INVESTASI LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk lebih  meningkatkan  pelaksanaan
pembangunan di Sumatera Utara, dirasa perlu prakarsa
untuk mencart dan menggali sumber-sumber dana yang
telah ada selama ini ;

b. bahwa guna mendukung terwujudnya seperti yang
dimaksud pada butir a di atas perlu untuk mengatur dan
mengarahkan dana Pemerintah Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

| Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

| Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara
Tahun 1950 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan LLembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan ......




5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

- Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara - Republik Indonesia
Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2000, Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan = Daerah
{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); '

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4027);

9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2).

‘ . Dengan persetujuan
' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAWN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG
; PENERIMAAN DAERAH DARI PENYERTAAN MODAL, DEPOSITO DAN
BENTUK INVESTASI LAINNYA.

BABE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara; A

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;

| Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera
\ Utarg;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara;
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f. Biro Keuangan...




Birc Keuangan adalah Instansi/unsur Sekresariat Daerah yang di
pimpin oleh seorang Kepala Biro berkedudukar di bawah dan
bertanggung jawab kepade Sekretaric Daerah melalul  Asisten
Administrasi;

g. Penerimaan Daerah  adalah seluruh hasil penempaian dana
Permerintah Daerah dalam bentuk penvertazn modal deposito dan
bentuk investasi lainnva;

h. Penyertazn Modal adalah penempatan danz Perrerintahi Dasrah -
dalam bentuk investasi, surat-surat berharga {saham, obligasi
‘dan sebagainya) atau dengan memanfaatkan lembaga reksadana
untuk tujuan memperoieh keuntungan {o2in) atay deviden:

i. Deposito adalah penempatan dana Pemerintah Daerah dalam
bentuk simpanan berjangka (time deposit) dan mempercleh jasa
dalam bentuk suku bunga tertentu dan penarikan kembali dana
vang telah ditempatkan, hanva dapat dilakukan dalam batas
waktu tertentu, vaitu berdasarkan perianjian vyang telah
disepakati dengan pihan bank sebagai lembaga penyimpan dana;

j. Bentuk Investasi {ainnyz adalah penempatan dena pemerintah
dalam bentuk investasi langsung seperti mendirikan Badan Usaha
Miiik Daerah vyang bersifat komersii dan dikelola secara
profesional;

k. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disediakan dari
Penyisihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB 11
TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan Daerah vang bersumber dari Penvertaan Modal,
Depositc dan jasa Giro, Bentuk Investasi Lainnya dan Dana
Cadangan bertujuan untuk menunjang pelaksansan Pembangunan
di Sumatera Utara.

BAB IIX
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Pasal 3

Penerimaan  Daerah diperoieh dengan menempatkan sumber-
sumber dana dalam bentuk

1. Penyertaan Modal;

2. Deposito dan jasa Girp;

3. Bentuk-bentuk Investasi lainnya;

4. Dana Cadangan.

Pasal 4 ..,
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Pasal 4

Penyertaan Modal lebih diutamakan penempatannya untuk membeli
surat-surat berharga milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan
atau dari perusahaan swasta yang adz di Daerah.

Pasal 5 '

(1) Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dana vang beium

dipergunakan dalam Tahun Anggaran Dberjaian dengan tetap
memperhatikan likuiditas keuangan Daerah.

(2)Bunga deposito dan jasa giro adalah menjadi Penerimaan Daerah.
Pasal &

Penempatan dana dalam bentuk jasa giro dan deposito dilakukan
oleh Biro Keuangan di PT Bank Sumut dan atau Bank Pemerintah
lainnya.

Pasal 7

Penempatan dana dalam bentuk investasi lainnya harus dilaksanakan
di Wilayah Daerah berdasarkan studi kelayakan dan dapat di
lakukan oleh iembaga konsultan vang independen.

Pasal 8

Penempatan dana dalam bentuk dana cadangan bertujuan untuk
menanggulangi  keadaan memaksa vyang tidak dapat diduga
sebelumnya dan atau membiavai pelaksanaan pembangunan yang
strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu
Tahun Anggaran.

Pasal §
(1) Penempatan dana dalam bentuk penyertaan moda!, bentuk

investasi lainnva dan dana cadangan harus tertuang dalam
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah.

{2} Mengingat resiko vang dikandung dari bentuk penyertaan modal
dan bentuk- bentuk investasi lainnya sangat tinggi, sumber -
sumber penerimaan daerah seperti disebut pada Pasail 3 lebih
diutamakan dari hasil bunga deposito.
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Sumber - sumber dana untuk penvertaan modal, depositc dan o
bentuk invesiasi lainnva diperoteh dari

1. Dana vang disisihican / dicedimian
gan Belania Daerah.

2. Sumber — sumber Lain pendas

3. Dana yang belum mg:wgunah
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BAZ V
PENGELOLAAN
Pasel 11
{1)Biro Keuanqm sesuai dengan tugas fungsinya adalah instans
Sekretariat Daerah bertugas mengelola Penerimaan dasrah

seperti disebut pada Pasa! 3 Peraturen Daerah ini.

(2)Biro Keuangan mengadministrasikan dengan  bak selurub
penerimaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sehinggs
Kepalz Daersh dapat melaporksn jumiash penerimaan gaerah
iErsebut setiap tahun dalam Anguaran ¥endapatan dan &eianiz
Daerah,

BAE v
PENGAVWASAHM
Pasal 12

Peraturan Daerah ini dilaksanakan oieh Kepaia Dasrah dan dlawse
oieh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

HAB ¥IT
PEMERINSAAN

P
%"?_.)’; iz

Bemariksaan atas peiaksanaarn, pengeiolaan, gan
pertangaungjawaban  Pemerintah  Daerzh  dilzkukar sesuai
perundang - undangan dan peraturan vang beriaky.

BAB ViII......




-6-
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang ada dalam
Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa
hukuman kurungan dan atau denda, vyaitu sesuai dengan
Perundang - undangan dan Peraturan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan
Keputusan Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempahtannya dalam
Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 April 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
T. WIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 22 - 04 - 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,

(/Z P79m275 233
Drs. MUHYAN TAMBUSE
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010072012.-

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN.2222.NOMOR..!2...S%RI ¢
NOMOR 4




PENJELASEH

ATARS
PERATURAN DAERAH PROPINST SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN
TENTANG

PENERIMAAN DAERAK DARI PENYERTAAN MODAL, DEPOSITO DAN
BENTUK INVESTASI LAINNYA

PENJELASAK UMUM

Pembangunan adalah memeriukan dana vang sangat besar untuk
diinvestasikan dalam berbagai proyek guna meningkatkan kemampuan produktif
masyarakat di segala bidang, disamping itu dana tersebut juga diperiukan untuk
membiayal biava-biava rutin Pemerintah Daerah {Belanja pegawai), belanja
barang, belania pemeliharaan dan sebagainya) vang terus meningkat dari tahun
ke tahun.

Dalam rangka mweningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai
seiuruh kebutuhan yang diuraikan di atas, diperiukan prakarsa vang kreatif untusk
mencari sumber-sumber dana berupa penerimaan daerah di iuar penerimaan
daerah yang telah ada.

Setelah mempelaiari peraturan perundang-unriangan vang menvangkut
keuangan daerah serta proses penyimpanan dana Pemerintah Daerah, pada
akhirnya diperoleh cara kreatif untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan
tanpa membebani warga masvarakat,

Mengingat dana Pemerintah Daerah tersebut setiap tahun anggaran sefaly
ada maka sudah barang tentu terbuka peluang untuk menempatkan dana
tersebut ke dalam bentuk penvertazn modal, deposiic, bentuk investasi lainnya
dan dana cadangan yang memberikan hasii yang lebin tinggi dibandingkan gire,
sesuai dengan suku bungz vang berlakuy.

Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri
Daiam Neger: WNomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah seriz tata cars
Penvusunan Anggaran Pendapatan Belamja Dasrah, Pelaksanaan Tata Usahs
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, juga membuka peluang untuk memanfaatkan pengolahan dana vyang
betum dipergunakan ke dalam bentuk sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan ..............




Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kiranya dapatiah disimpulian
pehwa dengan mengubah (@@ cara penvimpanan dana vemerinizh Daerah
sepanjang vang dapat disisinkan akan dapat meningkatkan aendaﬁa@ﬁ asti
daerah dengan menempatkaﬂnya dalam bentuk penvertaan modal, deposito
dana cadangan dan bentuk investasi iainnva.

Mengingat bahwa tatacare penyimpanan gdana yang diuraiken di aias
dapst meningkatkan penerimaan Pemernieh  Daersh  untuil  menuniang
Sembangunan Daerah, dirasa periu ditetzpkan Peraturan Daeran ienlend
penerimaan Daerah dari Penyertaan #Modz, Deposito dan Bentult Investas)
Lainnva.

ii. PASAL DEMI PASAL
Pasai 1 - cukup jelas
Pasal 2 1 cukup ielas
Pasal 3 ¢ Cukup jeles
Pasal 4 1 cukup ielas
Pasal 5 © cukup jelas
Pasal & © cukup jeias
Pasal 7 . cukup jelas
Dasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 . cukup jeles
Pasal 10 angka 1 © tukup jelas
angka 2 1 Sumber-sumber {ain yang sah dapat berupa

gana alokasi umum, dana alokasi Khusus, dana
Kontijens!, bantuan Pemerintah Pusal lainnya
gan hibah dari negara sahabat

angka 3 : cukup jelas
Pasai 11 T CuKup jeias
Pasal 12 ’ : cukup ielas
Pasal 13 : cukup jeias
Pasal 14 . cukup jelas

| Pasal 15 . cukup jelas




